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Ringkasan

Pelayanan Publik meruapakan suatu kegiatan pemerintah yang di
selenggarakan dimasyarakat, dalam upaya pemerintah untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat. Salah satu contoh dari kegiatan pelayanan publik
adalah, pelayanan administrasi yang diberikan oleh pemerintah. Dalam hal
mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efesien, pemerintah pusat
mengeluarkan suatu sistem yang berbasis web yang dikenal dengan sebutan
“Sistem Informasi Administrasi Kependudukan” atau juga yang dikenal
dengan singkatan SIAK. SIAK sendiri telah disahkan dalam Keputusan
Presiden No. 88 Tahnu 2004, tentang Pengelolaan Iformasi Administrasi
Kependudukan. SIAK merupakan suatu sistem yang memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi, yang bertujuan untuk membantu mempermudah
pengelolaan data penduduk pada tingkat penyelenggara dan instansi
pelaksanasa sabagai satu kesatuaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana siak dan faktor penghambat siak, dalam upaya peningktan
pelayanan publik di Kelurahan Sisir. Penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan panduan wawancara yang berisi 9 pertanyaan, yakni meliputi
siak di Kelurahan Sisir dan apakah siak dapat membantu menyelesaikan
masalah administrasi kependudukan, serta faktor penghambat dalam penerapan
siak. Hasil yang didaptkan dari penelitian ini adalah, SIAK Sebagai Upaya
Peningkatan Pelayanan Publik Di Kelurahan Sisir sudah berjalan dengan baik
serta sesui dengan Perda Kota Batu. Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan dapat membantu pemerintah dalam pelayanan administrasi,
serta mampu membantu mengatasi masalah ketidak tertipan dalam administrasi
kependudukan. Faktor penghambat pelaksanaan SIAK pada saat listrik padam
yang mengakibatkan gangguan internet, kurangnnya data kependudukan,
beberapa komputer yang masih menggunakan software lama, mesin printer
atau mesin cetak yang terkadang mengalami kendala saat mencetak dokumen
dan juga kurangnya kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya surat
ketetangan RT dan RW. Serta masalah teknis biasanya terjadi pada pegawai
baru atau magang dan atau praktek, yang masih membutuhkan adaptasi atau
pembelajaran lebih lanjut tentang Siak.

Kata Kunci : Sistem Informasi Administrasi Kependudukan



BAB 1
PENDAHULUAN
Latar Belakang

Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah seharusnya dapat memenuhi
kepuasan masyarakat yang diberikan pelayanan, dikarenakan kepuasan masyarakat
yang dilayani adalah salah satu faktor yang dapat menjadi tolak ukur, bahwa
pelayanan yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat telah memenuhi
standar yang di harapkan oleh masyarakat. Apalagi jika, pelayanan tersebut telah
menerapkan sistem yang modern dengan alat teknologi yang memadai. Dengan
penerapan sistem yang modern ini seharusnya waktu pelayanan berjalan lebih
efektif dan efisien, yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai
sehingga pelayanan publik bisa dilakukan secara maksimal, (Irawanto,dkk. 2012) .
Pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah di masyarakat merupakan salah
satu upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, salah satu
contohnya pelayanan administrasi yang disediakan oleh pemerintah.

Terkait dengan pelayanan publik terhadap masyarakat yang dimaksud diatas,
didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik, huruf a). Agar mencapai pelayanan publik yang efektif
dan efisien kepada masyarakat serta berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan
terukur maka pemerintah pusat mengeluarkan suatu sistem yang dikenal sebagai
“Sistem Informasi Administrasi Kependudukan” atau disingkat dengan (SIAK)
yang telah ditetapkan dengan keputusan presiden nomor 88 tahun 2004 tentang
pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Siak sendiri adalah suatu program atau sistem (informasi dan komunikasi), yang
menggunakan teknologi sebagai alat untuk mengelola administrasi penduduk di
suatu instansi penyelenggara pelayanan yang merupakan suatu kesatuan, (UU No.
24 Tahun 2013, 21). Dengan hadimya SIAK seharusnya dapat membantu
pemerintah dalam melakukan pelayanan atau pengelolaan data dan penertiban data
penduduk, namun di beberapa wilayah di Indonesia, masih ditemukan beberapa
permasalahan berkaitan dengan pengelolaan atau penertiban administrasi
kependudukan. Dimana hal yang sangat mendasar adalah, pemerintah daerah masih
mengangap bahwa yang perlu didaftarkan hanya penduduk asli atau resmi yang bisa
diartikan ini menggunakan konsep (de jure), atau pendataan masyarakat atau
penduduk berdasarkan identitas diri yang berkekuatan hukum seperti KTP (Kartu
Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga), (Stefanus, dkk. 2016).

Sedangkan dalam UU Republik Indonesia No.r 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa pelakasanaan pendataan
masyarakat atau penduduk berdasarkan azaz domisili atau tempat tinggal (de facto),
yang artinya pendataan masyarakat atau penduduk berdasarkan setiap orang yang
ditemukan petugas, yang walaupun mungkin bukan merupakan penduduk daerah
setempat, (Mamat, R & Mustar,2008:39).



Dalam UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan, telah dijelaskan tentang perubahan data penduduk. “Pindah Datang
Penduduk dalam Wilayah Indonesia”. Pada pasal 15, ayat (1), (2), (3), dan (4), dan
pasal 16. Program SIAK, hadir untuk memudahkan pemerintah dalam, penertiban
data penduduk dan pelayanan publik. Dimana Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan sendiri merupakan kumpulan dari data-data penduduk yang
dirangkum dalam suatu sistem berbasis elektronik atau web, (Kustiadi, dkk. 2015).

Sebagai sistem yang berbasis elektronik atau web, penerapan “Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan”, seharusnya selalu dievaluasi penerapannya pada
setiap perkembangan dan kondisi lingkungan, disertai dengan pemerhatian dan
peningkatan sarana dan prasarana. Sehingga dapat meningkatkan kualitas
pelayanan publik, dan ini akan memberikan efek positif terhadap penyebaran
informasi yang lebih merata dan intens, seperti yang diharapkan masyarakat, (Yeri,
T, dkk. 2018). Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti memutuskan untuk
melakukan penelitian tentang program Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK) secara langsung dilapangan.

Oleh karena itu penulis mengangkat judul penelitian tentang “Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik Di
Kelurahan Sisir”. Pemelihan lokasi penelitian yang akan dijalankan ini, berdasarkan
pertimbangan yang dimana Kantor Kelurahan Sisir, merupakan salah satu instansi
pemerintah yang telah menerapkan “Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan”. Dikarenakan penelitian ini akan berkaitan dengan administrasi
kependudukan, maka terlebih dahulu peneliti mengkaji jumlah penduduk
Kelurahan Sisir. Berdasarkan dari Web Resmi Kota Baru, maka ditemukan jumlah
penduduk Kelurahan Sisir Menurut Jenis Kelamin, pada bulan Desember tahun
2020 di Kelurahan Sisir Kota Batu adalah : (a) Penduduk berjenis kelamin Laki-
Laki, berjumlah 10.700 jiwa. (b) Penduduk berjenis kelamin Perempuan, berjumlah
10.696 jiwa. (c) Total seluruh penduduk, yaitu laki-laki dan perempuan yang
berdomisili di Kelurahan Sisir, Kota Batu berjumlah 21.396 jiwa. Dikutip dari
wabsite resmi Kota Batu.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam upaya

peningkatan pelayanan publik di Kantor Kelurahan Sisir ?

2. Apa faktor penghambat dalam menerapkan Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan di Kantor Kelurahan Sisir ?
Tujuan
1. Untuk mengetahui bagaimana Sistem Informasi Kependudukan di Kantor
Kelurahan Sisir ?
2. Untuk mengetahui fator penghambat dalam menerapkan Sistem Informasi
Kependudukan di Kantor Kelurahan Sisir.



Manfaat

1. Hasil dari peneltian ini dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran
bagi perangkat kelurahan, dalam menerapkan Sistem Informasi
Kependudukan dikantor Kelurahan Sisir.

2. Untuk universitas hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai
tambahan refrensi, yang kelak dapat digunakan oleh para mahasiswa(i)
yang akan datang.

3. Selanjutnya hasil dari penelitian ini, bisa dijadikan salah satu refrensi
tambahan yang dapat menambah sedikit tidaknya informasi tentang
SIAK.
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